LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 17 TAHUN 1993 SERI D NO. 12

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il SALATIGA .
NOMOR 2 TAHUN 1993
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT 11 SALATIGA

DENGAN RAH!:AT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (3)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah, maka dipandang perlu
mengatur kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat [l Salatiga ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

§%]

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungai:
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barzt

3. Undang-undang ........



3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 {entang Susu-
nan dean Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Proto-
kol . X

(a]

. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusva-
waratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang
Keteniuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat. Tate
Upacara dan Tata Penghormatan ;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Te-
hun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil ;

~)

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Te-
hun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Per-
musvawaratan/Perwakilan Rakyat vang Berhenti Antar
Waktu ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992°
tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil
Ketua dan :Anggota DPRD .

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Sala-
tiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Wilavah/Daerah dan Sekre-
tariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Salatiga.

: Dengan‘Persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 1l Salatiga,

MEMUTUSKAN .........



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING-

KAT 1l SALATIGA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKO-
LER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAE-
RAH TINGKAT Il SALATIGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM -
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Sa-
latiga ;
Walikotamadya Xepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Ting-
kat 1l Salatiga ;
Anggota MUSPIDA adalah Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat Il Salatiga ;
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat Il Salatiga ;
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD ;
Pimpinan sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara musyawarah-
musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil Sumpah/
Janji dan dilantik ;
Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau
lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, Tata Tempat
dalam Acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi ; :
Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau Acara
Resmi vang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata lJpacara can
Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang
sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerinta-
han dan masyarakat ;
Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan
dilaksanal:an secara terpusat, serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya
dalam melaksanakan acara tertentu ;
Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan
oleh Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan diha-
diri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah serta Undangan
lainnya ;

k. Pejabat ........



(1)

(2)

Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan
Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam
Organisasi Pemerintahan ;

. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya

menerima kehormatan dari masyarakat dan atau Pemerintah ;

Tata Upacara Kenegaraan adalah Aturan untuk melaksanakan Upacara
dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;

Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara,
Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenega-
raan atau Acara Resmi ;

Tata Penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat
bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu
dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

BAB 11
ACARA RESMI
Pasal 2

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler
dalam Acara Resmi.

Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :

a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain :
Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;

Peresmian Proyek Nasional ;

Pekan Olah Raga Nasional ;

Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Ke-
masyarakatan ;

5. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
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b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat,
antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;
2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/
Pejabat Negara lainnya ;
3. Penerimaan Tamu Negara Asing ;

4. Pelantikan ............



Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara ;
Peresmian Proyek Daerah ;

Pembukaan Pekan Raya ;
Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasya

rakatan ;

8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di
Daerah, antara lain :

grl O O B

1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;

2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih ;

3 “Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pemerintah ;
4

5

. Peresmian Proyek Daerah ;
" Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari Luar maupun Dalam

Negeri ;
6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasya

rakatan ;
7. Pengiriman/melepas Kontingan Daerah ;
8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
BAB 1l
TATA TEMPAT
Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
a. Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua DPRD ; _
b. Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.

~ BABIV_
TATA UPACARA
Pasal 4

(1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara
Bendera atau bukan Upacara Bendera.

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannyé
Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi diselenggarakan Tata
Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan

Upacara.



BAB V
TAT:. PENGHORMATAN
Pasal 5
:)».:.«- r “c..a Kenegaraan dan Acara Resmi. Pimpinan DPRD dan Anggota

DPRD mendacct penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberi-
kan kepada Pejabat Negara.

o

(2) Pvrmimrmatav sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) Pasal i elai
tupa pemberian Tata Tempat, juga berupa pengnormaxan Bendera
.,.,na'x Lagu Kebangsaan dan penghormatan Jenazazh zpabii
/al dunia serta pemberian bantuan sarana yang dlperlu!xcﬁ untu
melaksanan_n acara.

o

kK

BAB IV
" RAPAT DPRD

Pasal 6 -
Jenis Hopat DPRD vang memerlukan ,Je".c:tL an Tata tempat adalah sebagai
berikut :
Aapal c'aripumna ;
} Parinurna Istimewa ;
*a~t Paripurma Khusus .

Pasal 7

lata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6

~ <D didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD ;
b. Walikotamadva Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan sebelah kanan Ketua
nPRD - : -
0+ DPRD, menduduki tempat vang teleh disediakan khusus untuk

. Sokeeizr: DPRD, Undangan dan Peninjau ciatur sesuai dengan kondisi

i

=

.
S apat .

Pasal 8

2 Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara

wnpah/Janji dan Pelantikan Walikotamadya Kepala Daerah
“RD disebelah kiri Pejabat vang akan mengambil Sumpah/

v Melantik,
b. AnQgota ...c..oeenses
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b.

Anggota DPRD mendudukx terpat yang telah disediakan khusus untur
Anggota ;

Walikotamadya Kepala Daerah vang lama duduk disebelah kanan Dejabat
vang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik ;

Calon Walikotamadya Kepala Daerah yang akan dxlanuk duduk di <ebexan
kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;

Anggota MUSPIDA, Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Wﬂauah/ Daerah
dan Sekretaris DPRD, menduduki tempat khusus yang telah disediakan ;

Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat ;

Mantan Walikotamadya Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah
kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;

Walikotamadya Kepala Daerah vang baru dilantik duduk disebelah kanan-
Pejabat vang mengambil Sumpah/Janji dan Melantik. g

Pgsal.9 rasd] s

; -
Pengaturan Tatza Tempat delam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara

a.

b.

" Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum, adalah :

Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikotamadya Kepala
Daerah ;

Ketua Pquadllan Negeri duduk disebelah kiri P)mpman Sementara
DPRD ;

Anggota DPRD yang lama maupun Calon Anggota DPRD yang akan
mengambil Sumpah/Janji menduduki tempat yang disediakan khusus untuk
Anggota ;

Anggota MUSPIDA, 'Sekretaris Wilayah/Daerah, Sekretans DPRD
Rokhaniawan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat.

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara
Pengambilan Sumpah/Jaml dan Pelantikan Pimpinan DPRD hasil pemilihan
Umum adalah :

a.

b.

Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah Kkiri Wahl\otamaqya Kepala
Daerah ;
Ketua Pengadilan Negeri ‘duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara

DPRD ;
c. Setelahl oo s



.. imaksud dan tujuan Rapat.

c. .Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri
Walikotamadya Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah
kiri Ketua DPRD, dan mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk dikursi
Anggota DPRD ; :

d. Anggota MUSPIDA, Sekretaris Wilayah/Daerah, Sekretaris DPRD,
Rokhaniawan dan undangan. diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.
Pasal 11

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Khusus diatur sesuai dengan

BAB VII
TATA PAKAIAN
-Pasal 12

Dalam acara pengambilan Sumpah/Jar.m dan Pelantikan Pimpinan DPRD,
Walikotamadya Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar

-(PDUB) Siees :
" Pasal 13 '

(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna,
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian
(PSH).

(2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah,

.- Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Rapat Paripurna

- Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD

- mengenakan Pakaian Sxpxl Resmi (PSR).

. (3) Dalam hal menghadm pengambllan Sumpah/Janjx Anggota DPRD dan'
menghadiri Pelantikan Walikotamadya Kepala Daerah, Pimpinan dan

"~ Anggota DPRD Menge'lakan pakaian Sipil Lengkap (PSL '

- BAB VI
TATA URUTAN KENDARAAN
x - - Pasal 14

>

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut
Kendaraan Walikotamadya Kepala Daerah.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yarg
herlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota-

madva Kepala Daerah.
Pasal 16
ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

an pengundang-
Daeran

Peraturan Daerah ini m

Agar supaye setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahk
empatannya dalam Lembaran

an Peraturan Daerah ini dengan pen

Kotzmadya Dacrah Tingkat [l Salatiga.

Salatiga. 30 Juni 1993

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

DE'\‘.'.-\N PERWARILAN RARYAT DAERAH
LOTAMADYA DATI II SALATIGA TINGKAT I SALATIGA
KETUA.
d
Can b s Cap ud.

RUPA GINTING Drs. INDRO SUPARNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gub

Kepala Daerah Tingkat |

Jawa Tengah ‘

Tanggal 12 Agustus 1993 Nomor 188.3/393/1993

An. SEKRETARIS Wlu\YAH/DAERAH
TINGKAT | JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ernur

Ymt.

Cap. . td.

PRATJOJO\,SH

Pembina
NIP. 500 034 395
Ka. Bag. Dokumentasi Hukum



DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Salatiga

Nomor 17 Tanggal 25 Oktober 1993
. Seri D No. 12

Sekretaris Wilayah/Dacréh
Cap. ttd.

Drs. SUWARSO
NIP. 010 041 593.
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 1993
TENTAMG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN AI'GGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAXYAT DAETAH KOTAMA DYA DAERAH
TINGKAT 1l SALATIGA

. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992
tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka
periu mengatur Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang periu menetapkan
kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya
Daerah Tingkat Il Salatiga dengan Peraturan Daerah.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 s/d Pasal 16 : cukupjelas.

1]

‘itv'i.:"?



